BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

bahwa dalam rangka penyesuaian tarif Retribusi Jasa Usaha
untuk mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan
perekonomian, perlu dilakukan perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum memuat
penormaan peninjauan tarif, maka perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan = Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
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Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 3)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas dan jenis barang pada pasar
grosir dan /atau pertokoan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

2. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 19A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 Oktober 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

KAMSOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI
RIAU : (12.41.B/2020).



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

A. BANGUNAN PERMANEN
1. Kios/ Toko

No Jenis Tarif

a. | Golongan A Rp 280.000/bulan

b. | Golongan B Rp 230.000/bulan

c. | Golongan C Rp 180.000/bulan

d. | Golongan D Rp 150.000/bulan

e. | Golongan E Rp 130.000/bulan
Golongan F Rp 105.000/bulan

g. | Golongan G Rp 40.000/bulan

2. Meja
No Jenis Tarif

a. | Meja Daging

Rp 52.000/bulan

Meja Ikan

Rp 40.000/bulan

c. | Meja Sayur

Rp 30.000/bulan

B. BANGUNAN SEMI PERMANEN
1. Kios/Toko

No Jenis Tarif

a. | Golongan A Rp 230.000/bulan

b. | Golongan B Rp 180.000/bulan

c. | Golongan C Rp 150.000/bulan

d. | Golongan D Rp 130.000/bulan

e. | Golongan E Rp 110.000/bulan
Golongan F Rp 90.000/bulan
Golongan G Rp 70.000/bulan

2. Meja
No Jenis Tarif

a. | Meja Daging

Rp 80.000/bulan

Meja Ikan

Rp 60.000/bulan

c. | Meja Sayur

Rp 55.000/bulan

Keterangan Penggolongan Kios/Toko berdasarkan ukuran Luas:

Golongan A = di atas
Golongan B = di atas
Golongan C = di atas
Golongan D = di atas
Golongan E = di atas
Golongan F = di atas

15 M2 s/d 18 M2
12 M2 s/d 15 M2
9 M2 s/d 12M2
7,5 M2 s/d 9 M2
6 M2 s/d 7,5M?2
5M2 s/d 6 M2

Golongan G = di bawah 5 M?2

A

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

IRWAN



